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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penyebab Penerapan Fleksibilitas Kerja (Flexible Working Arrangement) 

sebagai Cara Bekerja di BPP Kemendagri pada Masa Pandemi Belum 

Menghasilkan Kinerja yang Maksimal 

a. Fleksibilitas Kerja 

Fleksibilitas kerja yang diterapkan di BPP Kemendagri berupa fleksibilitas 

waktu dalam bentuk pembagian waktu kerja ke dalam dua shift kerja, dan 

fleksibilitas tempat dalam bentuk pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work 

from home/WFH). Sementara untuk cara penyelesaian pekerjaan tidak ada 

perubahan signifikan dibandingkan cara penyelesaian pekerjaan yang biasanya 

dilakukan. Menjadi permasalahan adalah tidak disebutkannya waktu kerja secara 

jelas bagi pegawai yang melaksanakan WFH dalam surat tugas untuk pelaksanaan 

WFH WFO di BPP Kemendagri.  

b. Karakter Organisasi 

Pada aspek karakter organisasi, penerapan fleksibilitas kerja tidak 

memberikan manfaat atau keuntungan sebagaimana manfaat yang diperoleh 

organisasi privat ketika menerapkan fleksibilitas kerja. Hal ini disebabkan 

penerapan fleksibilitas kerja hanya untuk pencegahan penyebaran pandemi, 

sehingga penerapan fleksibilitas kerja tidak didahului dengan perencanaan dan 

persiapan yang matang. Penerapan fleksibilitas kerja belum diterapkan sebagai 

suatu pilihan dalam cara bekerja. Aspek struktur organisasi tidak memberikan 

banyak pengaruh pada penerapan fleksibilitas kerja. Struktur organisasi di BPP 

sudah menunjukkan mekanisme pelaporan, koordinasi pekerjaan, dan alur 

pembagian tugas secara jelas. Lebih berpengaruh adalah tataran praktek secara 

nyata, dimana masih banyak pekerjaan administratif yang dilakukan dari pada 

pekerjaan substantif. Hal ini akan berpengaruh pada penerapan fleksibilitas kerja. 
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Pada aspek budaya kerja belum mendukung penerapan fleksibilitas kerja 

sebagai suatu pilihan cara bekerja. Budaya kerja masih mengutamakan tatap 

muka, pelaksanaan pekerjaan secara manual, belum ada keterbukaan pelaksanaan 

pekerjaan, dan belum ada kepercayaan dari pimpinan terhadap pegawai untuk 

pelaksanaan fleksibilitas kerja. 

c. Karakter Pekerjaan 

Pada aspek sifat pekerjaan, terdapat dua sifat pekerjaan di BPP, yakni 

pekerjaan yang bersifat administratif dan pekerjaan yang bersifat substantif. 

Pekerjaan administratif masih dilakukan secara manual, sehingga penyelesaian 

pekerjaan tetap harus dilakukan dengan datang ke kantor. Fleksibilitas kerja yang 

dapat diterapkan untuk pekerjaan administratif berupa fleksibilitas waktu. 

Sementara pekerjaan substantif merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan dari 

jarak jauh, tidak harus dilakukan dengan tatap muka, sehingga dapat diterapkan 

fleksibilitas kerja berupa fleksibilitas tempat. Pada aspek target dan pencapaian 

kinerja, tidak semua pegawai diberikan target kerja/penugasan khusus selama 

pegawai melaksanakan fleksibilitas tempat (WFH) oleh atasan. Bagi pegawai 

yang tidak diberikan penugasan, akan cenderung melakukan pekerjaan untuk 

pencapaian target pribadi. Kondisi ini menyebabkan tidak ada standar/ukuran 

yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai selama WFH. Pada aspek 

komunikasi informasi, penyampaian informasi dilakukan melalui WAG. Pada 

level unit kerja dan lembaga, WAG cenderung digunakan hanya untuk 

penyampaian informasi yang bersifat pengumuman. Sementara untuk pekerjaan 

diselesaikan melalui komunikasi antar personal atau WAG yang berisikan anggota 

kegiatan. Efektifitas komunikasi melalui WAG akan tergantung pada keaktifan 

anggota. Pada aspek dukungan teknologi informasi dan komunikasi, BPP telah 

menyediakan sarana prasarana untuk kelancaran penerapan fleksibilitas kerja, 

berupa perbaikan jaringan internet, penyediaan ruangan video conference, dan lain 

sebagainya. Namun dalam pelaksanaan kerja belum digunakan suatu aplikasi yang 

terintegrasi, dimana semua kegiatan terkait pekerjaan dapat diakses dalam aplikasi 

tersebut.   
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d. Karakter Pegawai 

Pada aspek dapat dipercaya dan diandalkan, belum dapat diketahui apakah 

pegawai yang melaksanakan fleksibilitas kerja merupakan pegawai yang dapat 

dipercaya dan diandalkan. Hal ini disebabkan pemberian kesempatan untuk 

pelaksanaan fleksibilitas kerja adalah sebagai upaya untuk pencegahan 

penyebaran pandemi, bukan sebagai suatu pilihan dalam cara bekerja. Pada aspek 

kinerja yang baik, belum dapat terpenuhi, sebab pemberian kesempatan untuk 

pelaksanaan fleksibilitas kerja adalah sebagai upaya untuk pencegahan 

penyebaran pandemi, bukan sebagai suatu pilihan dalam cara bekerja. Pada aspek 

kemampuan mengikuti perkembangan teknologi, pegawai cukup dapat 

mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan 

di BPP. Hal ini disebabkan teknologi yang diperlukan dalam penyelesaian 

pekerjaan bukan merupakan teknologi yang rumit. Teknologi yang tergolong baru 

digunakan adalah aplikasi zoom, digunakan untuk kegiatan webinar atau rapat. 

Pada aspek kemampuan berkomunikasi, tidak semua pegawai memiliki 

kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan konsisten, terutama 

komunikasi dengan atasan/pimpinan. Pada aspek kemampuan manajemen diri, 

pegawai memiliki kemampuan manajemen diri, dibuktikan dengan pengaturan 

prioritas oleh pagawai dalam melaksanakan pekerjaan kantor dan pekerjaan 

pribadi/domestik. Pada aspek preferensi kerja, tidak semua pegawai memiliki 

preferensi untuk menjadikan fleksibilitas kerja sebagai suatu pilihan dalam cara 

bekerja.   

e. Dukungan Sarana Prasarana dan Lingkungan Tempat Tinggal Pegawai 

Pada aspek sarana prasarana, pegawai memiliki komputer dan jaringan 

internet sebagai sarana prasarana melaksanakan pekerjaan. Sementara untuk 

ketersediaan workspace, tidak semua pegawai memiliki atau menyediakannya. 

Pada aspek dukungan keluarga, pegawai menyatakan memperoleh dukungan 

keluarga untuk melaksanakan fleksibilitas kerja. 

 

 



156 
 

f. Kebijakan yang Mendukung Penerapan Fleksibilitas Kerja 

BPP telah memiliki kebijakan yang mendukung penerapan fleksibilitas kerja, 

dituangkan dalam bentuk surat tugas (ST) untuk melaksanakan WFH dan WFO. 

Namun kebijakan yang termuat didalamnya masih bersifat umum, sementara 

untuk pelaksanaan secara teknis diserahkan pada kebijakan masing-masing kepala 

unit kerja. Selain itu kebijakan untuk penerapan fleksibilitas kerja belum 

mendukung pencapaian kinerja pegawai yang melaksanakan fleksibilitas kerja. 

2. Upaya Peningkatan Penerapan Fleksibilitas Kerja (Flexible Working 

Arrangement) sebagai suatu Pilihan Cara Bekerja di BPP Kemendagri 

supaya Menghasilkan Kinerja yang Lebih Baik: 

a. Fleksibilitas Kerja 

Perlu dicantumkan dengan jelas pada kebijakan penerapan fleksibilitas kerja 

di BPP berkenaan dengan jam kerja pegawai yang melaksanakan fleksibilitas 

kerja, supaya dapat diukur pemenuhan jam kerja minimal yang harus dipenuhi 

dalam periode tertentu. Selain pencantuman dalam ST, perlu ditambahkan fitur 

clock in dan clock out pada aplikasi presensi (Ms Mobile), sebagai pertanda 

pegawai memulai dan mengakhiri waktu bekerjanya di hari tersebut. Dalam 

kondisi tertentu, dapat dilakukan perjanjian kerja berkenaan dengan kesepakatan 

waktu kerja yang akan dilaksanakan selama WFH, kesanggupan pegawai untuk 

menyelesaikan segala tanggung jawab pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan, 

serta mekanisme untuk komunikasi dan pelaporan yang disepakati bersama antara 

pegawai dan atasannya. Untuk kemudahan penugasan, pelaporan, pengawasan, 

koordinasi, perlu digunakan suatu aplikasi yang terintegrasi antara pekerjaan 

substantif dan administratif, serta antara pegawai dan pimpinan.  

b. Karakter Organisasi 

Aspek karakter organisasi, perlu perencanaan dan persiapan yang lebih 

matang, diantaranya berkaitan dengan: 1) bentuk fleksibilitas yang akan 

diterapkan; 2) kriteria pegawai yang berhak menerapkan fleksibilitas kerja; 3) 

penyesuaian prosedur kerja; 4) penyesuaian anggaran; 5) penyediaan sarana 

prasarana. Aspek struktur organisasi, perlu lebih menitikberatkan pada tupoksi 

utama melaksanakan kegiatan litbangkaj. Aspek budaya kerja, perlu dilakukan 
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perubahan budaya kerja, melalui: 1) sosialisasi/pemberian pengetahuan mengenai 

tujuan dan manfaat atau keuntungan penerapan fleksibilitas kerja; 2) dilakukan 

pelatihan penggunaan teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana kerja 

dalam fleksibilitas kerja; 3) penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan, 

misalnya rapat kegiatan, pelaporan, penugasan; 4) pelatihan cara berkomunikasi 

yang efektif menggunakan teknologi. 

c. Karakter Pekerjaan 

Aspek sifat pekerjaan, diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan 

pekerjaan administratif dan substantif, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dari 

jarak jauh namun pelaporan pekerjaan tetap terlaksana dengan baik dari kedua 

sisi. Berdasarkan sifat pekerjaan, fleksibilitas tempat dengan fleksibilitas waktu 

dapat diterapkan pada pegawai dengan pekerjaan substantif. Sementara untuk 

pegawai dengan pekerjaan administratif dapat diberikan fleksibilitas waktu saja, 

tanpa fleksibilitas tempat. Aspek target dan pencapaian kinerja, perlu diberikan 

penugasan setiap pelaksanaan fleksibilitas tempat, dengan target waktu 

penyelesaian dan sangsi apabila target tidak tercapai. Aspek komunikasi 

informasi, supaya arus komunikasi dapat lebih teratur, diperlukan suatu aplikasi 

yang tersistem. Aspek dukungan teknologi informasi komunikasi, selain 

ketersediaan perangkat keras sebagai sarana prasarana bekerja secara fleksibel, 

untuk mewujudkan penerapan fleksibilitas kerja yang ideal masih diperlukan 

suatu sistem yang terintegrasi, dimana didalamnya terdapat menu untuk presensi, 

penugasan, pelaporan, administrasi surat menyurat terkait kegiatan, dan atasan 

dapat melakukan pengawasan melalui sistem tersebut. 

d. Karakter Pegawai 

Aspek dapat dipercaya dan diandalkan, berkaitan dengan ketercapaian 

target atas penugasan yang diberikan oleh atasan/pimpinan dan kemampuan 

pegawai untuk berkomunikasi secara teratur dan konsisten dengan pimpinan, 

utamanya dalam penyampaian laporan atas penugasan yang diberikan. Berkenaan 

dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian prosedur kerja dari prosedur kerja 

lama yang dilakukan secara manual dan cenderung beralur panjang, menjadi 
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prosedur kerja yang lebih fleksibel. Aspek kinerja yang baik, diperlukan suatu 

sistem yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara obyektif. Apabila 

belum tercipta kondisi yang ideal, maka fleksibilitas kerja dalam dapat diberikan 

sebagai award atau penghargaan bagi pegawai yang memiliki kinerja terbaik. 

Aspek kemampuan mengikuti perkembangan teknologi, perlu dilakukan 

peningkatan kemampuan pegawai dalam hal penguasaan teknologi, dapat berupa 

pemberian pelatihan-pelatihan, baik terkait penggunaan aplikasi zoom maupun 

penggunaan aplikasi video conference lainnya.  Aspek kemampuan 

berkomunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan berkomunikasi jarak jauh, 

dapat dilakukan dengan pelatihan komunikasi bagi pegawai, dan dapat dibuat 

suatu pedoman yang digunakan ketika berkomunikasi. Aspek kemampuan 

manajemen diri, dapat diberikan penugasan kepada pegawai, dengan target 

waktu yang jelas. Aspek preferensi kerja, dapat dilakukan seleksi atas preferensi 

kerja pegawai untuk melaksanakan fleksibilitas kerja.  

e. Dukungan Sarana Prasarana dan Lingkungan Tempat Tinggal Pegawai 

Aspek sarana prasarana, untuk memenuhi prasyarat yang diperlukan dapat 

dilakukan dengan sistem peminjaman dari kantor berupa laptop dan modem 

portable, sementara untuk workspace, harus ada kesediaan pegawai untuk 

menyediakannya. Apabila pegawai tidak bersedia atau tidak dapat menyediakan 

workspace, maka fleksibilitas kerja tidak dapat dilakukan oleh pegawai tersebut. 

Aspek dukungan keluarga, perlu diberikan pemahaman terhadap keluarga 

mengenai fleksibilitas kerja yang sedang dilaksanakan oleh pegawai. Pada sisi ini, 

menjadi penting diberlakukan fleksibilitas tempat kerja yang diiringi dengan 

fleksibilitas waktu kerja.  

f. Kebijakan yang Mendukung Penerapan Fleksibilitas Kerja 

Untuk peningkatan kualitas penerapan fleksibilitas kerja, perlu dibuat 

kebijakan dan ketentuan fleksibilitas kerja yang lebih jelas dan spesifik, antara 

lain memuat sebagai berikut: 

1) Kriteria pegawai yang dapat melaksanakan fleksibilitas kerja: memiliki nilai 

kinerja baik minimal dalam penilaian satu tahun sebelumnya; dapat bekerja 
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secara mandiri; bertanggungjawab; berkomunikasi efektif dengan atasan, 

rekan kerja dan pihak lain; responsif terhadap instruksi penugasan; memiliki 

sarana prasarana pendukung. 

2) Kriteria pekerjaan: perumusan kebijakan/rekomendasi kebijakan; tidak 

berhubungan secara langsung dengan pengguna layanan; pekerjaan dapat 

dilakukan secara daring. 

3) Tempat pelaksanaan fleksibilitas kerja: rumah tempat tinggal atau tempat lain 

yang memiliki sarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan pekerjaan; tidak 

membahayakan; tidak mencemarkan nama baik pegawai dan organisasi. 

4) Mekanisme usulan: pegawai menyampaikan usulan untuk melaksanakan 

fleksibilitas kerja kepada atasan langsung; menyampaikan rencana lokasi 

pelaksanaan, durasi pelaksanaan, rencana kerja, dan waktu kerja. 

5) Mekanisme pelaksanaan fleksibilitas kerja:  

Kewajiban atasan: memberikan penugasan untuk pegawai; melakukan 

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan selama fleksibilitas 

kerja. 

Kewajiban pegawai: melakukan presensi sesuai ketentuan yang disepakati; 

menyusun rencana kerja dan melaporkan realisasi pekerjaan; menjaga 

pencapaian target kinerja; memenuhi jumlah jam kerja minimal PNS; serta 

memberikan pemahaman terhadap keluarga mengenai fleksibilitas kerja yang 

sedang dilaksanakan oleh pegawai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka untuk penerapan fleksibilitas 

kerja sebagai suatu pilihan cara bekerja diberikan saran kepada BPP Kemendagri 

untuk: 

1. Bagian kepegawaian, untuk:  

a) mencantumkan jam kerja pegawai yang melaksanakan fleksibilitas tempat 

pada surat penugasan. 

b) menambahkan fitur clock in dan clock out pada aplikasi Ms Mobile.  
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c) merancang/mengadaptasi suatu sistem yang terintegrasi, dimana 

didalamnya terdapat menu untuk presensi, penugasan, pelaporan, 

administrasi surat menyurat terkait kegiatan, dan atasan dapat melakukan 

pengawasan melalui sistem tersebut. 

d) sosialisasi/pemberian pengetahuan mengenai tujuan dan manfaat atau 

keuntungan penerapan fleksibilitas kerja. 

e) dilakukan pelatihan penggunaan teknologi informasi yang digunakan 

sebagai sarana kerja dalam fleksibilitas kerja. 

f) pelatihan cara berkomunikasi yang efektif menggunakan teknologi. 

g) secara umum, perlu dibuat kebijakan dan ketentuan fleksibilitas kerja yang 

lebih jelas dan spesifik, antara lain memuat sebagai berikut: 

1) kriteria pegawai yang dapat melaksanakan fleksibilitas kerja: memiliki 

nilai kinerja baik minimal dalam penilaian satu tahun sebelumnya; 

dapat bekerja secara mandiri; bertanggungjawab; berkomunikasi 

efektif dengan atasan, rekan kerja dan pihak lain; responsif terhadap 

instruksi penugasan; memiliki sarana prasarana pendukung. 

2) kriteria pekerjaan: perumusan kebijakan/rekomendasi kebijakan; tidak 

berhubungan secara langsung dengan pengguna layanan; pekerjaan 

dapat dilakukan secara daring. 

3) tempat pelaksanaan fleksibilitas kerja: rumah tempat tinggal atau 

tempat lain yang memiliki sarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan 

pekerjaan; tidak membahayakan; tidak mencemarkan nama baik 

pegawai dan organisasi. 

4) mekanisme usulan: pegawai menyampaikan usulan untuk 

melaksanakan fleksibilitas kerja kepada atasan langsung; 

menyampaikan rencana lokasi pelaksanaan, durasi pelaksanaan, 

rencana kerja, dan waktu kerja. 

5) mekanisme pelaksanaan fleksibilitas kerja:  
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Kewajiban atasan: memberikan penugasan untuk pegawai; melakukan 

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan selama 

fleksibilitas kerja. 

Kewajiban pegawai: melakukan presensi sesuai ketentuan yang 

disepakati; menyusun rencana kerja dan melaporkan realisasi 

pekerjaan; menjaga pencapaian target kinerja; memenuhi jumlah jam 

kerja minimal PNS; serta memberikan pemahaman terhadap keluarga 

mengenai fleksibilitas kerja yang sedang dilaksanakan oleh pegawai. 

6) apabila belum tercipta kondisi yang ideal, maka fleksibilitas kerja 

dapat diberikan sebagai award atau penghargaan bagi pegawai yang 

memiliki kinerja terbaik. Untuk menjaga supaya preferensi pegawai 

tidak beralih kepada pencapaian target pribadi, dapat dilakukan 

perjanjian kinerja antara pegawai dan atasan langsung.  

2. Bagian perencanaan, untuk melakukan perencanaan dan persiapan yang lebih 

matang untuk penerapan fleksibilitas kerja, diantaranya berkaitan dengan: a) 

bentuk fleksibilitas yang akan diterapkan; b) kriteria pegawai yang berhak 

menerapkan fleksibilitas kerja; c) penyesuaian prosedur kerja; d) penyesuaian 

anggaran; e) penyediaan sarana prasarana. 

3. Kepala unit kerja, untuk: a) memberikan penugasan bagi pegawai khususnya 

yang melaksanakan/mengusulkan fleksibilitas tempat, dengan target waktu 

penyelesaian dan sangsi apabila target tidak tercapai; b) penggunaan 

teknologi dalam setiap kegiatan, misalnya rapat kegiatan, pelaporan, 

penugasan. 
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LAMPIRAN 1 Pengantar Penelitian 



 
 

LAMPIRAN 2 Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian 

 



 
 

LAMPIRAN 3 Surat selesai penelitin 

 



 
 

LAMPIRAN 4 Panduan Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Identitas Informan 

Kode 

Informan 

:  

Unit Kerja :  

Jabatan :  

Usia :  

Jumlah Anak :  

Domisili  :  

 

Bentuk fleksibilitas dalam bekerja 

No. Dimensi Poin pertanyaan mengenai: 

1 Fleksibilitas tempat Kebebasan memilih tempat bekerja 

2 Fleksibilitas waktu Kebebasan memilih waktu bekerja 

3 Fleksibilitas cara 

menyelesaiakan pekerjaan 

Kebebasan memilih cara menyelesaikan 

pekerjaan 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas kerja 

No. Dimensi Poin pertanyaan mengenai: 

1 Karakter organisasi 1. Struktur organisasi 

2. Budaya kerja/ budaya organisasi 

2 Karakter pekerjaan 1. Target dan pencapaian kinerja 

2. Komunikasi informasi 

3. Dukungan TIK 

3 Karakter pegawai 1. Dapat dipercaya dan diandalkan 

2. Kinerja yang baik 

3. Kemampuan mengikuti perkembangan 

teknologi 

4. Kemampuan berkomunikasi 

5. Kemampuan manajemen diri 

6. Preferansi kerja 



 
 

4 Dukungan sarana/prasarana dan 

lingkungan tempat tinggal 

pegawai 

1. Kepemilikan TIK 

2. Ketersediaan workspace 

3. Dukungan keluarga dan lingkungan 

5 Kebijakan kepegawaian dan 

kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan fleksibilitas kerja 

1. Dukungan kebijakan FWA 

2. Dukungan kebijakan kepegawaian 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 5 Panduan Daftar Pertanyaan 

 

Penerapan Flexible Working Arrangement di BPP Kemendagri 

 

Dalam rangka mengurangi penyebaran virus covid-19, BPP Kemendagri 

telah melaksanakan himbauan Presiden untuk melakukan praktek kerja dari rumah 

(Work From Home), yang selanjutnya disebut WFH. Hal ini tentu saja merupakan 

pengalaman baru, baik bagi institusi maupun pegawai. WFH sendiri merupakan 

salah satu jenis pelaksanaan dari Flexible Working Arrangement/fleksibilitas 

kerja. Sebagai cara bekerja baru, bukan tidak mungkin hal ini akan diterapkan 

untuk selanjutnya, ketika pandemi telah usai. 

Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

penerapan fleksibilitas kerja ini di BPP Kemendagri, bagaimana kesiapan lembaga 

dan juga SDM didalamnya, bagaimana dukungan sarana dan prasarana serta 

lingkungan tempat tinggal pegawai, serta bagaimana dukungan kebijakan 

terhadap pelaksanaan FWA tersebut.       

Kami sangat mengharapkan partisipasi bapak/ibu untuk menjawab daftar 

pertanyaan ini. Informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan akan 

digunakan untuk tujuan/kepentingan penelitian.  

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Kami,  

 

Tini Apriani  

(Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Identitas Informan 

Nama: 

Unit kerja: 

Jabatan saat ini: 

Jabatan sebelumnya: 

Usia: 

Jumlah anak, usia:  

Domisili:  

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimanakah penerapan FWA di BPP Kemendagri (cara bekerja, waktu, pembagian jadwal, 

tempat bekerja, cara menyelesaikan pekerjaan, dsb) (jelaskan) 

2. Bagaimana penerapan FWA di Pusat litbang tempat bpk ibu bekerja (dari awal pandemi 

hingga saat ini) (jelaskan) 

3. Bagaimana kesiapan lembaga dalam pandangan bpk/ibu untuk melaksanakan FWA (dari 

awal pandemi hingga saat ini, dan juga di masa yang akan datang, ketika pandemi telah usai) 

(jelaskan) 

4. Bagaimana kesiapan SDM secara umum dalam pandangan bpk/ibu untuk melaksanakan 

FWA (dari awal pandemi hingga saat ini, dan juga di masa yang akan datang, ketika pandemi 

telah usai) (jelaskan) 

5. Bagaimana dukungan sarana dan prasarana dari lembaga untuk pelaksanaan FWA (jelaskan) 

6. Menurut bpk/ibu, apakah struktur organisasi dan tupoksi BPP Kemendagri sesuai untuk 

penerapan FWA (jelaskan) 

7. Bagaimana budaya kerja di BPP Kemendagri? Apakah mendukung untuk pelaksanaan FWA? 

(jelaskan) 

8. Terkait kebijakan untuk pelaksanaan FWA selama ini, apakah menurut bpk/ibu sudah tepat, 

atau kah ada hal-hal yang kurang tepat dan perlu diperbaiki, dalam hal apa saja? (jelaskan) 

9. Bagaimanakah arus informasi mengenai pekerjaan pada saat WFH? (lancar/terhambat) media 

apa saja yang digunakan untuk berkomunikasi? (jelaskan) 

10. Bagaimana koordinasi, baik dengan rekan kerja maupun atasan selama WFH? Apa 

kendalanya? (jelaskan) 

11. Menurut bpk/ibu, bagaimanakah kepercayaan pimpinan (pada level lembaga/BPP dan pada 

level pusat) untuk pelaksanaan WFH, di awal pelaksanaan, dan saat ini? (jelaskan) 



 
 

12. Apakah pimpinan percaya pegawai mengerjakan pekerjaan kantor saat WFH? (jelaskan) 

13. Bagaimana pengawasan dari pimpinan terhadap pegawai saat melakukan WFH? Apakah 

dilakukan, melalui media apa? (jelaskan) 

14. Menurut bpk/ibu, apakah WFH mempengaruhi pencapaian kinerja lembaga secara umum; 

pusat litbang tempat bpk/ibu bekerja; dan pencapaian kinerja secara pribadi? (jelaskan) 

15. Apakah ada penugasan khusus dari pimpinan langsung ketika bpk/ibu melaksanakan 

WFH? Bila ada, dalam bentuk apa? 

16. Ketika bpk/ibu melaksanakan WFH, apakah bpk/ibu benar2 mengerjakan pekerjaan kantor 

pada jam kerja, atau justru teralihkan dengan pekerjaan pribadi/rumah tangga? Bagaimana 

perbandingan prosentasenya? (jelaskan) 

17. Bagaimana dukungan keluarga pada saat bpk/ibu melaksanakan WFH? (jelaskan) 

18. Apakah lingkungan bpk/ibu tinggal mendukung pelaksanaan WFH? (kondisi lingkungan 

pada tempat tinggal, apakah terlalu ramai atau cenderung tenang) (jelaskan) 

19. Apakah ada tempat khusus untuk bekerja di rumah pada saat WFH? Bila tidak ada, 

dimanakah bpk/ibu bekerja? (jelaskan) 

20. Apakah bpk/ibu dirumah memiliki sarana parasarana yang medukung untuk pelaksanaan 

pekerjaan di rumah? (komputer, jaringan internet, meja kerja) (jelaskan) 

21. Apabila pandemi telah usai, dan diberikan pilihan untuk bekerja secara FWA atau bekerja 

di kantor seperti sebelum pandemi, bpk/ibu memilih yang mana? Apa alasannya? (jelaskan) 

22. FWA seperti apakah yang bpk/ibu ingin usulkan kepada pimpinan untuk dilaksanakan di 

BPP Kemendagri? Apa alasannya? (jelaskan) 
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